BAB V
RENCANA KERJADAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Banten yang
telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi
pembangunan sampai triwulan II Tahun 2018, maka disusun rencana
kerja Tahun 2018 serta pagu indikatifnya. Rencana kerja dan pendanaan
Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan formulasi dari hasil rangkaian
pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan
melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Tahun 2018.

Rencana program dan kegiatan prioritas pada Perubahan RKPD Tahun
2018 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada
prioritas pembangunan Tahun 2018, tujuan dan sasaran pembangunan
serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Program pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018 dapat dilihat pada
Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 2018
BIDANG
URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Urusan Wajib | Pendidikan Program Tata Kelola Dinas Pendidikan dan

Pelayanan Pemerintahan Kebudayaan

Dasar
Program Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Menengah Kebudayaan
Program Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Khusus Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu | Dinas Pendidikan dan
Pendidik dan Tenaga Kebudayaan
Kependidikan
Program Peningkatan Mutu | Dinas Pendidikan dan
Pembelajaran Kebudayaan

Kesehatan Program Tata Kelola Dinas Kesehatan

Pemerintahan
Program Upaya Dinas Kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Akses | Dinas Kesehatan
dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Program Peningkatan Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Program Pencegahan Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit
Program Pemberdayaan Dinas Kesehatan
Sumberdaya Kesehatan
dan Kefarmasian
Program Peningkatan Dinas Kesehatan
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
Program Peningkatan Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Kerja
Masyarakat

Pekerjaan Program Tata Kelola Dinas Pekerjaan
Umum dan Pemerintahan Umum dan Penataan
Penataan Ruang
Ruang
Program Pembangunan Dinas Pekerjaan
Jalan dan Jembatan Umum dan Penataan
Ruang
Program Pengembangan Dinas Pekerjaan
Jasa Konstruksi Umum dan Penataan
Ruang
Program Pembangunan Dinas Pekerjaan
Sumberdaya Air Umum dan Penataan
Ruang
Program Penataan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Perumahan Program Tata Kelola Dinas Perumahan
Rakyat dan Pemerintahan Rakyat dan Kawasan
Kawasan Permukiman
Pemukiman
Program Penyelenggaraan Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan | Rakyat dan Kawasan
Perumahan Permukiman
Program Penataan Dinas Perumahan
Bangunan dan Lingkungan | Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Keciptakaryaan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Ketentraman Program Tata Kelola Satuan Polisi Pamong

dan Ketertiban
Umum serta
Perlindungan
Masyarakat

Pemerintahan

Praja

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Program Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong
Praja
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Pencegahan dan Badan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Bencana Daerah
Program Pembinaan Idiologi | Badan Kesatuan
dan Wawasan Kebangsaan | Bangsa dan Politik
Program Penegakan Satuan Polisi Pamong
Peraturan Perundang- Praja
undangan Daerah
Program Perlindungan Satuan Polisi Pamong
Masyarakat Praja
Program Penanganan Satuan Polisi Pamong
Bencana Kebakaran Praja
Program Kedaruratan dan Badan
Logistik Penanggulangan Penanggulangan
Bencana Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Badan
Rekonstruksi Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Bencana Daerah
Program Peningkatan Badan Kesatuan
Kewaspadaan Nasional Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Badan Kesatuan
Ketahanan Sosial dan Bangsa dan Politik
Ekonomi
Program Peningkatan Badan Kesatuan
Pendidikan Politik Bangsa dan Politik
Masyarakat

Sosial Program Tata Kelola Dinas Sosial

Pemerintahan
Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Dinas Sosial
Sosial
Program Perlindungan dan | Dinas Sosial
Jaminan Sosial
Program Penanganan Fakir | Dinas Sosial
Miskin
Program Pelayanan dan Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dalam
Panti
Program Pelayanan dan Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Dalam
Panti

Urusan Wajib | Ketenaga Program Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja

Bukan Kerjaan Pemerintahan dan Transmigrasi

Pelayanan
Dasar

Program Pelatihan dan
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

Program Peningkatan
Hubungan Industri dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

Program Pengawasan
Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Penempatan Dinas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja dan dan Transmigrasi
Transmigrasi
Program Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Industri
Pemberdayaan | Program Tata Kelola Dinas Pemberdayaan
Perempuan Pemerintahan Perempuan,
dan Perlindungan Anak,
Perlindungan Kependudukan dan
Anak Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Perempuan,
Sejahtera Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Kualitas Hidup dan Perempuan,
Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak,
dan Anak Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pangan Program Tata Kelola Dinas Ketahanan
Pemerintahan Pangan
Program Peningkatan Dinas Ketahanan
Ketahanan Pangan Pangan
Program Peningkatan Dinas Ketahanan
Keterjangkauan Pangan Pangan
Program Perlindungan Dinas Ketahanan
Konsumen Pangan Pangan
Lingkungan Program Tata Kelola Dinas Lingkungan
Hidup Pemerintahan Hidup dan Kehutanan
Program Pengendalian Dinas Lingkungan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hidup
Administrasi Program Administrasi Dinas Pemberdayaan
Kependudukan | Kependudukan dan Perempuan,
dan Capil Catatan Sipil Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pemberdayaan | Program Tata Kelola Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Masyarakat dan Desa
Desa
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat | Masyarakat dan Desa
Desa
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Desa
Kemasyarakatan
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Partisipasi Masyarakat Masyarakat dan Desa
Dalam Membangun Desa
Program Program Kependudukan Dinas Pemberdayaan
Kependudukan | dan Keluarga Berencana Perempuan,
dan Keluarga Perlindungan Anak,
Berencana Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perhubungan Program Tata Kelola Dinas Perhubungan

Pemerintahan
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Dinas Perhubungan
Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan
Program Peningkatan Dinas Perhubungan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Program Pengendalian dan | Dinas Perhubungan
Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Dinas Perhubungan
Pelayanan Perhubungan
Program Peningkatan Dinas Perhubungan
Pelayanan Perhubungan
Laut dan Udara
Komunikasi Program Tata Kelola Dinas Komunikasi
dan Pemerintahan Informatika, Statistik
Informatika dan Persandian
Program Pengembangan, Dinas Komunikasi
Pendayagunaan, Informatika, Statistik
Peningkatan Teknologi dan Persandian
Informasi dan Komunikasi
Pegkatan Akses dan Dinas Komunikasi
Kualitas Informasi Publik Informatika, Statistik
dan Persandian
Koperasi, Program Tata Kelola Dinas Koperasi, Usaha

Usaha Kecil
dan Menengah

Pemerintahan

Kecil dan Menengah

Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Kecil

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Program Pengembangan
Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Program Peningkatan
Kualitas Usaha dan
pemberdayaan Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Program Pelatihan SDM
Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Penanaman Program Tata Kelola Dinas Penanaman
Modal Pemerintahan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim, | Dinas Penanaman
Promosi dan Kerjasama Modal dan Pelayanan
Investasi Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dinas Penanaman
dan Sistem Informasi Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Dinas Penanaman
Perizinan Penaman Modal Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Dinas Penanaman
Penanaman Modal Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan Program Tata Kelola Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Pemerintahan

dan Olahraga
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Dinas Kepemudaan
Pemberdayaan dan Olahraga
Kepemudaan
Program Pengembangan Dinas Kepemudaan
dan Pemberdayaan Olah dan Olahraga
Raga
Program Peningkatan Dinas Kepemudaan
Prestasi Olah Raga dan Olahraga
Program Pembinaan dan Dinas Kepemudaan
Pemasyarakatan Olah Raga | dan Olahraga
Program Tata Kelola Dinas Perpustakaan
Pemerintahan dan Kearsipan Daerah
Program Pengembangan Dinas Perpustakaan
Budaya Baca dan dan Kearsipan Daerah
Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Dinas Perpustakaan
Koleksi dan Peningkatan dan Kearsipan Daerah
Kualitas Pelayanan
Perpustakaan
Statistik Program Penyediaan Data Dinas Komunikasi
Pembangunan Daerah Informatika, Statistik
dan Persandian
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persandian Program Tata Kelola Dinas Komunikasi
Persandian Informatika, Statistik
dan Persandian
Kebudayaan Program Pelestarian Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan
Program Pengelolaan Dinas Pendidikan dan
Kekayaan Budaya Kebudayaan
Program Pengelolaan Dinas Pendidikan dan
Keragaman Budaya Kebudayaan
Kearsipan Program Pengelolaan Dinas Perpustakaan
Sistem Kearsipan dan Kearsipan
Urusan Kelautan dan Program Tata Kelola Dinas Kelautan dan
Pilihan Perikanan Pemerintahan Perikanan
Program Peningkatan Dinas Kelautan dan
Produksi Perikanan Perikanan
Tangkap
Program Pengawasan Dinas Kelautan dan
Sumber Daya Kelautan dan | Perikanan
Perikanan
Program Peningkatan Daya | Dinas Kelautan dan
Saing Perikanan Perikanan
Program Pengelolaan Dinas Kelautan dan
Sumber Daya Laut, Pesisir | Perikanan
dan Pulau-Pulau Kecil
Pariwisata Program Tata Kelola Dinas Pariwisata

Pemerintahan

Program Pengembangan
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata

Program Pemasaran Produk
Pariwisata

Dinas Pariwisata
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URUSAN

BIDANG
URUSAN

PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Dinas Pariwisata

Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Dinas Pariwisata

Pertanian

Program Tata Kelola
Pemerintahan

Dinas Pertanian

Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan

Dinas Pertanian

Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Hortikultura

Dinas Pertanian

Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Perkebunan

Dinas Pertanian

Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Peternakan

Dinas Pertanian

Program Peningkatan
Prasarana Sarana dan
Penyuluhan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Penanganan
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Dinas Pertanian

Kehutanan

Program Pengelolaan dan
Konservasi Hutan

Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Energi dan

Program Tata Kelola

Dinas Energi dan

Sumberdaya Pemerintahan Sumber Daya Mineral

Mineral
Program Pengembangan, Dinas Energi dan
Pengelolaan dan Sumber Daya Mineral
Pemanfaatan Geologi, Air
Tanah, Mineral dan
Batubara
Program Pengembangan Dinas Energi dan
dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral
Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan
Program Pengembangan Dinas Energi dan
Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
Ketenagalistrikan

Perdagangan Program Pengembangan Dinas Perindustrian
Perdagangan Dalam Negeri | dan Perdagangan
Program Pengembangan Dinas Perindustrian
Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan
Program Perlindungan dan | Dinas Perindustrian
Pengawasan Industri dan Perdagangan
Program Pelayanan Dinas Perindustrian
Pengujian dan Sertifikasi dan Perdagangan
Mutu Barang

Perindustrian Program Tata Kelola Dinas Perindustrian

Pemerintahan

dan Perdagangan
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Peningkatan Daya | Dinas Perindustrian
Saing Industri dan Perdagangan
Program Pelayanan Dinas Perindustrian
Pengembangan Teknologi dan Perdagangan
dan Standarisasi Industri

Urusan Administrasi Program Tata Kelola Sekretariat DPRD

Pemerintahan | Pemerintahan | Pemerintahan

Fungsi

Penunjang

Biro Pemerintahan

Biro Hukum

Biro Organisasi

Biro Bina
Perekonomian

Biro Kesejahteraan
Rakyat

Biro Umum

Biro Bina Infrastruktur
dan Sumber Daya
Alam

Biro Administrasi
Pembangunan Daerah

Biro Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan

Badan Penghubung

Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

Program Pembangunan
Kemitraan

Badan Penghubung

Program Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan

Biro Organisasi

Program Perumusan
Kebijakan Pemerintahan

Biro Pemerintahan

Program Perumusan Biro Bina
Kebijakan Perekonomian Perekonomian
Program Peningkatan Biro Hukum

Kualitas Produk dan
Pelayanan Hukum

Program Perumusan
Kebijakan Infrastruktur

Biro Bina Infrastruktur
dan Sumber Daya
Alam

Program Perumusan
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat

Biro Kesejahteraan
Rakyat

Program Dukungan
Layanan Administrasi
Pembangunan

Biro Administrasi
Pembangunan Daerah

Program Fasilitasi dan
Pelayanan Pimpinan

Biro Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Pelayanan Umum Biro Umum
Pengawasan Program Tata Kelola Inspektorat Provinsi
Pemerintahan
Program Pembinaan dan Inspektorat Provinsi
Pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Perencanaan Program Perencanaan, Badan Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi | Pembangunan Daerah
Pembangunan
Program Perencanaan dan Badan Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan dan Badan Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan
Kemasyarakatan
Program Perencanaan dan | Badan Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Keuangan Program Tata Kelola Badan Pendapatan
Pemerintahan Daerah
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Badan Pendapatan
Pendapatan Daerah Daerah
Program Peningkatan dan Badan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan | Keuangan dan Aset
Keuangan Daerah Daerah
Program Perencanaan, Badan Pendapatan
Pengendalian dan Evaluasi | Daerah
Pendapatan Daerah
Program Penatausahaan Badan Pengelolaan
dan Pelaporan Keuangan Keuangan dan Aset
Daerah Daerah
Program Penatausahaan Badan Pengelolaan
Aset Daerah Keuangan dan Aset
Daerah
Kepegawaian Program Tata Kelola Badan Kepegawaian
Pemerintahan Daerah
Program Penatausahaan Badan Kepegawaian
Kepegawaian Daerah Daerah
Program Peningkatan Badan Kepegawaian
Kapasitas Sumber Daya Daerah
Aparatur
Pendidikan Program Tata Kelola Badan Pengembangan

dan Pelatihan

Pemerintahan

Sumber Daya Manusia
Daerah

Program Pengembangan
SDM Aparatur

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
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BIDANG
URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Penilaian dan Badan Pengembangan
Sertifikasi Aparatur Sumber Daya Manusia
Daerah
Penelitian dan | Program Penelitian dan Badan Perencanaan
Pengembangan | Pengembangan Pembangunan Daerah

Selanjutnya berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut

dijabarkan padatabel 5.2 di bawah ini:
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Tabel 5.2
Struktur Perubahan RKPD Tahun 2018

PERUBAHAN
NO PERANGKAT DAERAH SLAEID Wes 0L RKPD 2018
(Rp) R
(Rp)
1 2 S
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.119.722.160.000,00 1.088.934.730.000,00
367.806.890.000,00

2 Dinas Kesehatan (RSUD Banten dan RSUD Malingping) 467.122.994.000,00 ’

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.359.263.844.000,00 1.059.816.380.000,00
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 465.998.545.000,00 385.141.570.000,00
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 13.647.362.000,00 12.153.990.000,00
6 Satuan Polisi Pamong Praja 14.858.400.000,00 13.839.560.000,00
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13.454.985.500,00 12.136.420.000,00
8 Dinas Sosial 30.347.680.000,00 31.476.240.000,00
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 43.354.074.800,00 38.291.360.000,00
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 27.536.841.000,00 24.912.830.000,00

Kependudukan dan Keluarga Berencana

11 | Dinas Ketahanan Pangan 12.476.207.000,00 10.792.690.000,00
12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31.901.100.000,00 28.200.370.000,00
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.008.400.000,00 14.958.950.000,00
14 | Dinas Perhubungan 56.400.000.000,00 49.680.000.000,00
15 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 41.027.396.500,00 36.562.390.000,00
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PERUBAHAN

NO PERANGKAT DAERAH APBD TA 2018 RKPD 2018

16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 17.364.973.200,00 15.463.680.000,00
17 P]Z))iir?ta;s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 16.515.775.000,00 14.463.830.000,00
18 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 33.249.800.000,00 31.477.610.000,00
19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.388.270.000,00 15.453.980.000,00
20 | Dinas Kelautan dan Perikanan 29.623.220.200,00 16.687.270.000,00
21 | Dinas Pariwisata 18.765.920.000,00 15.977.050.000,00
29 | Dinas Pertanian 41.129.838.000,00 36.199.310.000,00
23 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 33.783.832.000,00 30.867.530.000,00
24 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100.795.093.080,00 90.711.880.000,00
95 | Sekretariat DPRD 285.586.120.000,00 291.860.680.000,00
26 | Biro Pemerintahan 2.816.260.000,00 2.458.430.000,00
27 | Biro Hukum 4.247.257.000,00 3.909.260.000,00
28 | Biro Organisasi 2.719.438.000,00 2.350.500.000,00
29 | Biro Bina Perekonomian 3.880.000.000,00 3.474.240.000,00
30 | Biro Kesejahteraan Rakyat 5.947.186.000,00 5.048.750.000,00
31 | Biro Umum 29.825.959.000,00 31.537.350.000,00
32 | Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.384.210.000,00 2.144.650.000,00
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PERUBAHAN

NO PERANGKAT DAERAH APBD TA 2018 RKPD 2018

33 Biro Administrasi Pembangunan Daerah 8.945.000.000,00 8:771.600.000,00
34 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 41.422.852.000,00 99:006.270.000,00
. Badan Penghubung 5.251.880.000,00 4.685.570.000,00
36 Inspektorat Provinsi 20.250.076.000,00 19-695-150.000.09
37 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37.165.400.000,00 95.350.560.000,00
38 Badan Pendapatan Daerah 102.261.514.000,00 101:486.890.000,00
39 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 23.370.600.000,00 21.569.590.000,00
40 Badan Kepegawaian Daerah 11.153.714.000,00 10-926.110.000,00

41. . .
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 46.992.963.000,00 000:000.000,00

JUMLAH

4.657.957.140.280,00

4.066.701.910.000,00
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